BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 25
TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

Menimbang : a. bahwa agar dalam pemberian Tambahan
Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh
Kota dapat berhasil guna, berdaya guna dan efektif,
maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap
Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 25
Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian
Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil
Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima
Puluh Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a di atas perlu ditetapkan

dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota.



Mengingat

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 25);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas
Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851); sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4250);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang
Perbendaharaan Negara  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 7
Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang
Pemeriksaan Pengelolaan  dan Pertanggung
Jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011



Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) Sebagaimana Telah Diubah
Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);



10.

1.

12.

13,

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6037);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
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Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019
Tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6340);

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021
Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6718);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020
Nomor 1781);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor
63 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penataan Sistem
Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036) Sebagaimana Telah Diubah Dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang
Pembentukan Produk Hukum Dalam Daerah (Berita
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor
6 Tahun 2022 Pengelolaan Kinerja Pegawai
Aparatur Sipil Negara;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2024;
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Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700
Tahun 2020 Tentang Tata Cara Persetujuan Menteri
Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan
Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan
Pemerintah Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6
Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kab. Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun
2016 Tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 15);

Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 29
Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh
Kota;

Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 8 Tahun
2020 Tentang Pedoman Manajemen Kinerja Pegawai
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh
Kota;

Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 25
Tahun 2023 tentang Pedoman  Pemberian
Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil
Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima
Puluh Kota

!



Menimbang

MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LIMA PULUH
KOTA NOMOR 25 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR  SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA.

Pasal |
Ketentuan Pasal 17 Peraturan Bupati Lima Puluh Kota
Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian
Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
(Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023
Nomor 25), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

Penerima TPP ASN adalah:

a. Pegawai ASN yang bekerja pada perangkat daerah
di Lingkungan Pemerintah Daerah.

b. Pegawai PNS yang dipekerjakan/ diperbantukan
pada instansi di luar Pemerintah Daerah.

¢ Pegawai PNS yang dipekerjakan/ diperbantukan
pada instansi diluar Pemerintah  Daerah
sebagaimana dimaksud huruf (b) di atas, tidak
diberikan TPP apabila PNS dimaksud menerima
tunjangan kinerja atau dengan sebutan lainnya
dari instansi yang mempekerjakan.

d. Dihapus.
PNS Kementerian/Lembaga yang ditugaskan di
Lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan
TPP pada awal bulan berikutnya setelah bekerja 6
(enam) bulan penuh, dengan ketentuan tidak
dibayarkan tambahan penghasilan lain yang
sejenis oleh instansi asal.

f. PNS yang sedang menjalani tugas belajar yang
diberhentikan dari tugas dan jabatan;
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g. PNS yang sedang menjalani tugas belajar yang
diberhentikan dari tugas dan  jabatan
sebagaimana dimaksud huruf (f) diatas hanya
diberikan tambahan penghasilan disiplin kerja
(TPDK).

h. PNS yang telah selesai melaksanakan tugas
belajar yang diberhentikan dari tugas dan jabatan,
telah selesai melaksanakan cuti di luar
tanggungan negara, telah diaktifkan kembali
sebagai PNS setelah dinon-aktifkan, beralih status
kembali menjadi PNS Pemerintah Daerah setelah
ditugaskan pada Kementerian/ lembaga di luar
Pemerintah Daerah dapat diberikan TPP pada
awal bulan berikutnya setelah bekerja 1 (satu)

bulan penuh.

Pasal 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkannya dan berlaku surut sejak tanggal 1
Maret 2024.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam  Berita Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal (& Jul' 2024

lBUPATI LIMA PULUH KOTA,‘

N di Sariia.. ak SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO
SR U S TT\ VI ) 3
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